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ABSTRAK

Dalam hukum pidana yang menjadi objek dalam pemeriksaan tindak pidana adalah
seseorang atau sekelompok orang yang karena perbuatannya atau keadaannya patut
diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yang
mana dalam tahap penyidikan disebut dengan tersangka sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (14) dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketika dalam
tahap penuntutan serta dalam proses pemeriksaan dipersidangan disebut dengan
terdakwa sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (15) dalam Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana, namun begitu untuk status 7Tersangka atau Terdakwa padanya
tetap melekat asas praduga tak bersalah (asas presumption of inocent) sampai adanya
putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum
tetap”.

Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah dasar hukum penerapan pasal 378
KUHP terhadap peran Advokat dalam memberikan Jasa Hukum kepada Terdakwa
(Studi kasus dengan Register Perkara Nomor: 737/PID.B/2016/PN.Plg di Pengadilan
Negeri Palembang Kelas 1A Khusus serta penelitian dalam penulisan tesis ini
menggunakan metode penelitian hukum Normatif.

Dasar hukum pelimpahan perkara ini ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A
Khusus adalah berdasarkan pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) dan Jo. Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Peran advokat/penasihat hukum dalam mendampingi tersangka atau
terdakwa sangat penting dalam sistem peradilan pidana sehingga hak-hak dari
tersangka atau terdakwa dapat terpenuhi, baik dari proses penyelidikan maupun pada
proses penyidikan dan proses persidangan sehingga hak-hak tersangka atau terdakwa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena tujuan akhir peradilan
pidana adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat dan dalam membela Tersangka
atau Terdakwa.

Perlu pemahaman atau koordinasi yang sama antara Penyidik dan Penuntut Umum
dalam memandang suatu kasus pidana sehingga tidak ada kata pesanan atau kejar target
dalam penyelesaian suatu perkara pidana sehingga tidak buru-buru menetapkan
seseorang menjadi Tersangka atau Terdakwa, penyidik dan Penuntut Umum perlu
meningkatkan profesionalisme, yaitu bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku
namun tidak kaku dalam menerapkan dan/atau menterjemahkan maksud dan tujuan
dari setiap aturan dan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Asas praduga tak bersalah (asas presumption of inoceni),
Advokat/Penasihat Hukum, Penegakkan Hukum.
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ABSTRACT

In criminal law which is the object of a criminal offense, a person or group of
people who, because of their actions or circumstances, should be suspected of
committing a criminal offense based on sufficient initial evidence, which is called
a suspect as referred to in Article 1 paragraph (14) in the The Criminal Procedure
Code, and when in the prosecution and examination process are referred to as
defendants as stipulated in Article 1 paragraph (15) in the Criminal Procedure
Code, but even so the status of the suspect or defendant remains attached to the
presumption principle not guilty (the principle of the presumption of inocent) until
there is a court ruling that declares his guilt and obtains permanent legal force ".

The problem in writing this thesis is the legal basis for the application of
Article 378 of the Criminal Code to the Role of Advocates in Providing Legal
Services to Defendants (case study with Register Case Number:
737/PID.B/2016/PN.Plg in Special Class 1A Palembang District Court and
writing research this thesis uses the Normative legal research method.

The legal basis for delegating this case to the Special Class 1A Palembang
District Court is based on article 138 paragraph (1) and paragraph (2) of the
Criminal Procedure Code (KUHAP) Jo. Article 139 of the Criminal Procedure
Code (KUHAP) and Jo. Article 140 of the Criminal Procedure Code (KUHAP).
The role of an advocate / legal counsel in providing legal services to suspects or
defendants is very important in the criminal justice system so that the rights of
suspects or defendants can be fulfilled, both from the investigation process and
the investigation and trial process so that the rights of the suspect or defendant are
m accordance with provisions of the applicable legislation or based on the
Criminal Procedure Code (KUHAP) because the ultimate goal of criminal justice
is the achievement of justice for the community and in defending the suspect or
accused.

Need the same understanding or coordination between Investigators and
Public Prosecutors in looking at a criminal case so that there 1s no word of order
or pursuit of targets in the settlement of a criminal case so that it does not hastily
determine someone to be a suspect or defendant. in accordance with the applicable
provisions but not rigid in applying and / or translating the intent and purpose of
any applicable rules and regulations.

Keywords: Principle of presumption of innocence (principle of presumption
of inocent), Advocate / Legal Counselor, Law Enforcement.
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